
 

WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR   27   TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU                                     

NOMOR 17A TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KOTA BENGKULU TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang : a.  bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyusunan 

kebijakan umum Anggaran dan Prioritas plapon Anggaran 

Sementara Perubahan, Penyusunan anggaran Pendapatan 
dan Belanja daerah Perubahan Kota Bengkulu Tahun 

Anggaran 2017, Penyusunan dan penyesuaian Rencana 

Kerja Organisasi Perangkat Daerah serta Rencana Kerja 
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017, maka perlu 

meninjau kembali Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 17A 

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kota Bengkulu Tahun 2017;   

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Bengkulu Nomor 17A tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017;  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1091); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4.  Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 184, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



 
 

  6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

  8.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114);  

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 
4815); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 



 
 

  17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

  18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor  08 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

  19.  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2011/SJ Tahun 

2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

  20.  Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota 

Bengkulu  Tahun 2010 Nomor 01); 

  21.  Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota 
Bengkulu Tahun 2013-2018 (Lembaran  Daerah Kota 

Bengkulu  Tahun 2013 Nomor 08); 

  22.  Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 

Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 

17A TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017. 
   

 
Pasal I 

 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Bengkulu 

Nomor 17A Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran  yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

 

Pasal II 
 

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu 

Perubahan Tahun 2017 sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II EVALUASI HASIL RKPD 

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  

 DALAM PERUBAHAN RKPD 

BAB IV PENUTUP 

 



 
 

Pasal III 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 

 

 

  Ditetapkan  di  Bengkulu 
pada tanggal  17 Juli 2017                              

 

WALIKOTA  BENGKULU, 
Cap/dto 

H. HELMI HASAN 

 

  

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal   17 Juli 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 
Cap/dto 

 

MARJON 
 

 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR ..27... 
 

 


